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Abstract  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah gampong pasca 
lahirnya kebijakan dana desa. Pendekatan yang digunakan adalah Data 
Envelopment Analysis (DEA), yang melibatkan tiga variabel input dan lima 
variabel output. Variabel input terdiri dari: belanja desa, luas wilayah dan jumlah 
penduduk. Variabel output terdiri dari: realisasi pendapatan asli gampong, indeks 
ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan ekologi dan indeks 
kepuasan masyarakat. Sebanyak 26 pemerintah gampong dalam Kecamatan 
Meureubo Kabupaten Aceh Barat diperlakukan sebagai Decision Making Units 
(DMU). DEA dikembangkan untuk mengukur seberapa efisien suatu DMU 
menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output secara 
optimal. DMU berkinerja terbaik diberi skor efisiensi 1,00. Sebaliknya DMU yang 
memiliki skor efisiensi kurang dari 1,00 maka dikatakan berkinerja tidak baik. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pasca adanya kebijakan dana desa dari 
pemerintah pusat belum semua pemerintah gampong dalam Kecamatan Meureubo 
Kabupaten Aceh Barat dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dari 
sebanyak 26 pemerintah gampong, hanya sebanyak 12 pemerintah gampong (46%) 
yang memiliki kinerja yang baik, dengan skor efisiensi 1,00 yaitu: Ranto Panyang 
Barat, Ranto Panyang Timur, Buloh, Pulo Teungoh Ranto P., Pasi Pinang, Pasi 
Mesjid, Meureubo, Langung, Ujong Drien, Peunaga Pasi, Ujong Tanjung dan 
Pucok Reudeup. Sedangkan sebanyak 14 pemerintah gampong (54%) dapat 
dikatakan belum memiliki kinerja yang baik, karena skor efisiensinya kurang dari 
1,00 yaitu: Mesjid Tuha, Ujong Tanoh Darat, Pasi Aceh Tunong, Pasi Aceh Baroh, 
Paya Baro Ranto P., Ranub Dong, Gunong Kleng, Peunaga Rayeuk, Peunaga Cut 
Ujong, Reudeup, Balee, Paya Peunaga, Sumber Batu dan Bukit Jaya. 
 
Kata Kunci:  Kinerja Pemerintah Gampong, Data Envelopment Analysis 
 

 
PENDAHULUAN 

Unit pemerintahan paling bawah di Indonesia adalah desa atau sering disebut dengan 

pemerintah desa. Terdapat berbagai istilah penyebutan desa di Indonesia, seperti desa di Jawa dan 

Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, gampong di Aceh dan sebagainya. 

Mengacu pada pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. 

Dengan berlakunya UU tersebut, maka desa memiliki hak otonomi dalam mengatur pengelolaan 

keuangan desa maupun aset desa. Tindak lanjut dari lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pemerintah telah menganggarkan secara resmi dana desa dalam APBN mulai tahun 2015. Sebagai 
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informasi bahwa sejak tahun 2015–2018, pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa di seluruh 

Indonesia lebih kurang sebesar Rp208 triliun. 

Dalam kontek yang lebih sempit, Kecamatan Meureubo, misalnya sudah memperoleh dana 

desa dalam kurun waktu 2016-2018 sejumlah Rp53.512.187.000,- yang diperuntukkan bagi 26 

gampong dalam kecamatan tersebut. Apabila dibagi rata maka tiap gampong sudah menikmati dana 

desa sebesar Rp2.058.161.038,-. Namun demikian walaupun kucuran dana dari pemerintah begitu 

besar, kehidupan masyarakat desa dalam Kecamatan Meureubo belum sejahtera. Dari pengamatan 

penulis, masyarakat Meureubo masih hidup dalam kesusahan karena tidak adanya sumber pengasilan 

tetap dan lapangan kerja yang tersedia masih terbatas. Hal ini sejalan dengan rata-rata Indeks Desa 

Membangun (IDM) yang dimiliki Kecamatan Meureubo, yakni sebesar 0,5571. Maknanya adalah rata-

rata desa dalam Kecamatan Meureubo masih kategorikan ke dalam kluster desa tertinggal (IDM 

0,5571 ≤ 0,5989). 

Selain itu, juga diperkuat dengan data statistik yang memberikan informasi bahwa di 

Kecamatan Meureubo masih tingginya masalah sosial yang dialami masyarakat, seperti sebanyak 

1.639 jiwa warganya masih hidup dalam keadaan fakir miskin, 1.617 keluarga masuk dalam golongan 

pra sejahtera, 7 orang Balita menderita gizi buruk dan terdapat 22 kasus kematian bayi. Dari aspek 

kesehatan juga memberikan informasi bahwa angka kesakitan masih tinggi, yakni sebanyak 11 orang 

masyarakat Meureubo menderita demam berdarah, 255 orang menderita diare dan 21 orang menderita 

penyakit tuberkulosis (Aceh Barat Dalam Angka 2017). 

Oleh sebab itu, menurut penulis penting dilakukan analisis secara mendalam mengenai kinerja 

pemerintah gampong dalam Kecamatan Meureubo pasca adanya kebijakan dana desa. Pada hakikatnya 

pemerintah mengharapkan dengan adanya dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa melalui penciptaan lapangan kerja di desa. Sehingga pada akhirnya kemakmuran rakyat dapat 

diwujudkan. Pemerintah gampong yang dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien, maka 

akan menghasilkan kinerja yang baik, demikian pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah 

gampong pasca lahirnya kebijakan dana desa sangat penting dilakukan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan pelaksanaan visi dan misi gampong.   

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Gampong 

 Di Provinsi Aceh, desa disebut gampong. Pemerintah desa disebut pemerintah gampong. 

Sedangkan kepala desa disebut keuchik, yaitu kepala badan eksekutif gampong dalam 

penyelenggaraan pemerintahan gampong. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, gampong 

didefenisikan sebagai organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah mukim dan dipimpin 



P-ISSN : 2252-844X 
E-ISSN : 2615-1316 

JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN, VOL.8, NO.2, NOVEMBER 2019 

Zainal Putra, Cut Devi Maulidasari, Muzakir: Analisis Kinerja Pemerintah Gampong Pasca Lahirnya Kebijakan Dana Desa......   153 
 

oleh keuchik yang menempati wilayah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga 

sendiri.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(Permendes PDTT) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), terdapat lima 

klasifikasi status desa, yakni: (a).Desa Mandiri, memiliki IDM lebih besar (>) dari 0,8155; (b).Desa 

Maju, memiliki IDM kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072; (c).Desa 

Berkembang, memiliki IDM kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989; 

(d).Desa Tertinggal, memiliki IDM kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 

0,4907; (e). Desa Sangat Tertinggal, memiliki IDM kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907. 

Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaannya 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

desa. Untuk diketahui bahwa sumber pendapatan desa diantaranya berasal dari alokasi APBN dan 

bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota (Pasal 72 ayat 1 huruf b dan e UU Nomor 6 

tentang Desa, 2014). 

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana  maksud Permendes PDTT Nomor 20 Tahun 

2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 dan Permendes PDTT Nomor 19 

Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 adalah untuk: (a) 

Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa; (b) Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, seperti 

kegiatan produk unggulan desa, BUMDesa, embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan 

kewenangan desa. 

Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut 

prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Sedangkan pengukuran kinerja 

adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, 

kualitas barang dan jasa dan efektivitas kegiatan untuk mencapai tujuan (Mahsun, 2016). Mardiasmo 

(2002), mengatakan bahwa penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan 

efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut BPKP (2007), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil 

dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang 

berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja 
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merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan 

sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik yang paling komprehensif adalah sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Mahsun (2016), yang mencakup enam aspek, yakni: masukan, proses, keluaran, hasil, 

manfaat dan dampak. 

Pengukuran kinerja pada organisasi bisnis lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan 

organisasi sektor publik. Pada organisasi sektor bisnis, kinerja penyelenggaranya dapat dilakukan 

dengan melihat tingkat laba yang diperoleh atau melalui rasio keuangan seperti solvabilitas, 

rentabilitas, ROA, ROE dan lain sebagainya. Pada organisasi sektor publik, pengukuran 

keberhasilannya lebih kompleks, sehingga pengukurannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan 

satu variabel saja. Dengan kata lain tidak mudah melakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor 

publik seperti organisasi pemerintah (Mahsun, 2016). Apabila selama ini kinerja organisasi 

pemerintah diukur melalui kemampuan penyerapan anggaran, dimana suatu instansi dinyatakan 

berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran. Namun pada organisasi modern sekarang, efisiensi 

merupakan salah satu parameter yang sering digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Efisiensi 

bertujuan untuk mendapatkan tingkat output yang optimal dengan input yang tersedia. Oleh sebab itu, 

melalui penelitian ini penulis mencoba mengukur kinerja organisasi sektor publik (pemerintah 

gampong) dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Menurut Storto (2013), 

mengatakan DEA memiliki keunggulan karena dapat mengukur multi variabel input dan multi variabel 

output. 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

Secara khusus, DEA merupakan pengembangan teknik pemograman linier yang di dalamnya 

terdapat fungsi tujuan dan fungsi kendala (Firdaus dan Hosen, 2013). Tahun 1978 Charnes, Cooper 

dan Rhodes mengembangkan DEA untuk mengevaluasi organisasi sektor nirlaba dan publik (Prakash 

dan Annapoorni, 2015). DEA dikembangkan untuk mengukur kinerja organisasi. Teknik ini telah 

berhasil digunakan untuk menilai kinerja sejumlah organisasi yang menggunakan bermacam input 

sejenis dan juga menghasilkan bermacam output yang sama. Decision-Making Units (DMUs) 

merupakan unit pengambil keputusan yang diukur efisiensinya. Jadi DEA ini mengukur seberapa 

efisien suatu DMU menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan satu set output 

(Ramanathan, 2003). DMU dapat mencakup unit manufaktur, organisasi besar seperti universitas, 

sekolah, cabang bank, rumah sakit, kantor polisi, kantor pajak dan lain sebagainya. Kinerja DMU yang 

dinilai dalam DEA adalah menggunakan konsep efisiensi atau produktivitas, yang merupakan rasio 

total output terhadap total input. DMU berkinerja terbaik diberi skor efisiensi satu atau 100 persen. 

Menurut Ramanathan (2003), DEA sangat cocok digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (kinerja) 

DMU organisasi nirlaba atau sektor publik. Sedangkan dengan metode lain sulit dilakukan, karena 

menggunakan multi variabel input dan multi variabel output. 
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Pengukuran kinerja pemerintah gampong dengan DEA belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Oleh sebab itu penulis hanya berlandaskan pemikiran pada pengukuran kinerja terhadap sektor publik 

lainnya yang menggunakan pendekatan DEA ini. Seperti penelitian yang dilakukan Hookana (2011), 

yakni mengukur efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan sektor publik di Finlandia. Zhonghua dan 

Ye (2012), mengukur kinerja sektor publik di Beijing. Cruz dan Marques (2014), meneliti tentang 

faktor-faktor yang menentukan kinerja pemerintah lokal di Portugal. Mikusova (2015), mengukur 

efisiensi universitas negeri di Cekoslovakia. Mbonigaba dan Oumar (2016), mengukur efisiensi 

Pemerintah Kota di Afrika Selatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Kemudian Alabdulmenem (2017), mengukur efisiensi universitas negeri di Saudi Arabia. Silvia, 

Alexandrina, Andreea dan Razvan (2017), mengukur kinerja melalui efisiensi sistem pelayanan 

kesehatan publik di Romania. 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Dalam Kabupaten Aceh Barat terdapat sebanyak 322 gampong yang mencakup sebanyak 

12 kecamatan. Namun penelitian ini berfokus pada 26 pemerintah gampong dalam Kecamatan 

Meureubo dengan mengambil periode tahun 2016-2018. Pemilihan 26 pemerintah gampong itu 

didasarkan pada dua hal, yakni: (a) Lokasi gampong tersebut berdekatan dengan kampus 

Universitas Teuku Umar; (b) Gampong Kecamatan Meureubo sudah dicanangkan sebagai 

gampong binaan Universitas Teuku Umar. Nama- Nama Gampong dalam Kecamatan Meureubo 

dapat dilihat pada Tabel 1. berikut: 

Tabel 1. Nama-Nama Gampong dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat 
No. Nama Gampong Keterangan 
1. Peunaga Cut Ujong  
2. Gunong Kleng  
3. Peunaga Pasi  
4. Peunaga Rayeuk  
5. Paya Peunaga  
6. Langung   
7. Meureubo  
8. Ujong Drien  
9. Pasi Pinang  
10. Ujong Tanjong  
11. Bukit Jaya  
12. Buloh  
13. Ranto Panyang Timur  
14. Ranto Panyang Barat  
15. Mesjid Tuha  
16. Ujong Tanoh Darat  
17. Ranub Dong  
18. Pasi Mesjid  
19. Pulo Teungoh Ranto  
20. Balee  
21. Sumber Batu  
22. Pasi Aceh Baroh  
23. Pasi Aceh Tunong   
24. Reudeup  
25. Pucok Reudeup  
26. Paya Baro Ranto Panyang  

Sumber: BPS, Aceh Barat Dalam Angka 2018  
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Variabel Penelitian dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel input dan lima variabel output, seperti disajikan 

dalam Tabel 2. Variabel input terdiri dari: belanja desa, luas wilayah dan jumlah penduduk 

diperoleh dari data statistik pada Kantor Badan Pusat Statistik Aceh Barat dan Kantor Camat 

Meureubo. Sedangkan variabel output terdiri dari: pendapatan asli gampong diperoleh dari data 

statistik pada Kantor Camat Meureubo, sedangkan untuk data kepuasan masyarakat, ketahanan 

sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi diperoleh melalui data primer melalui 

penyebaran kuesioner dan wawancara dengan aparatur pemerintah gampong serta dengan 

tokoh/unsur masyarakat setempat. 

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel 
Variabel Definisi Skala 

A. Variabel Input   
1. Belanja Desa Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan 

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, diukur dengan 
satuan rupiah [Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa]. 

Rasio 

2. Luas Wilayah  Lingkungan kerja pemerintah gampong yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, diukur dengan 
satuan Km2 [https://www.kbbi.web. id/ wilayah, diakses 
tanggal 12/04/18]. 

Rasio 

3. Jumlah Penduduk  Banyaknya orang yang mendiami suatu gampong, diukur 
dengan satuan jiwa [https://www.kbbi.web. id/wilayah, 
diakses tanggal 12/04/18]. 

Rasio 

B. Variabel Output   
1. Pendapatan Asli 
Gampong 

Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh 
pemerintah gampong, terdiri dari: hasil usaha, hasil aset, 
swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain 
pendapatan asli desa, diukur dengan satuan rupiah [Pasal 9 
ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Dana Desa]. 

Rasio  

2. Kepuasan 
Masyarakat 

Hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja 
pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara 
pelayanan publik. Kepuasan masyarakat diukur melalui 9 
unsur, yakni: (a) persyaratan; (b) sistem, mekanisme dan 
prosedur; (c) waktu penyelesaian; (d) biaya/tarif; (e) produk 
spesifikasi jenis pelayanan; (f) komptensi pelaksana; (g) 
perilaku pelaksana; (h) penanganan pengaduan, saran dan 
masukan; dan (i) sarana dan prasarana [Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 14 Tahun 2017 tentang  Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat]. 

Likert 

3. Ketahanan Sosial Ketangguhan dari suatu daerah yang mempunyai kekuatan 
untuk membuat kehidupan yang nyaman dan aman bagi 
kehidupan warganya. Ketahanan sosial diukur melalui dimensi 
modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman 
[http://rpgjhunphio.blogspot.co.id/2013/04/ketahanan-
sosial.html, diakses tanggal 12/04/18 dan pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa 

Likert 
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Membangun] 
4. Ketahanan Ekonomi Kondisi kehidupan perekonomian yang mampu memelihara 

stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan 
kemandirian ekonomi yang berdaya saing tinggi dan 
mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan 
merata. Ketahanan ekonomi diukur dengan dimensi ekonomi 
[https://matakuliahekonomi.wordpress.com/2012/07/25/penge
rtian-ketahanan-ekonomi/, diakses tanggal 12/04/18 dan pasal 
3 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Indeks Desa Membangun]. 

Likert 

5. Ketahanan Ekologi Merupakan kualitas lingkungan suatu daerah yang terhindar 
dari pencemaran, serta suatu kondisi dimana suatu daerah 
tahan dan siaga bencana. Ketahanan ekologi diukur dengan 
dimensi ekologi [Pasal 3 ayat (10) Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun]. 

Likert 

 

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis 

(DEA). DEA merupakan aplikasi program linear yang membandingkan sejumlah unit pelayanan 

yang bentuknya sama, seperti bank, rumah sakit, restoran dan sekolah berdasarkan input dan 

output. Hasil solusi model memberikan indikasi apakah unit tertentu kurang produktif atau tidak 

efisien, dibandingkan dengan unit lain (Taylor III, 2013). Menurut Storto (2013), DEA memiliki 

keunggulan karena dapat mengukur multi variabel input dan multi variabel output. Sebanyak 26 

gampong diperlakukan sebagai decision making unit (DMU) pada penelitian ini. Efisiensi unit 

dihitung dengan menggunakan rumus berdasarkan Ragsdale (2007) sebagai berikut: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑖𝑖 =
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑖𝑖
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑖𝑖 

=
∑ 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑗𝑗
𝑛𝑛0
𝑗𝑗=1

∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

 

Dimana: 

Oij  = Nilai unit i pada output  

Iij  = Nilai unit i pada input j 

Wj = Bobot non-negatif yang ditetapkan untuk output j 

Vj  = Bobot non-negatif yang ditetapkan untuk input j 

nO  = Jumlah variabel output 

nI  = Jumlah variabel input 

Fungsi tujuan:  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀:�𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

Fungsi kendala: 

∑ 𝑂𝑂𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑊𝑊𝑗𝑗 ≤𝑛𝑛0
𝑗𝑗=1 ∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗=1  di mana k = 1  
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Atau dengan kata lain: 

∑ 𝑂𝑂𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑊𝑊𝑗𝑗 −𝑛𝑛0
𝑗𝑗=1 ∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑉𝑉𝑗𝑗𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗=1 ≤ 0 di mana k = 1 

Bobot input tertimbang untuk unit yang sedang diselidiki (unit i) harus sama dengan satu, 

maka: 

�𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

= 1 

Penyelesaian DEA dengan rumus matematika yang rumit ini, maka pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan Tool Solver Parameter yang terdapat pada Microsoft Excel. Kemudian supaya 

perhitungan skor efisiensi dapat dilakukan secara sekaligus (tidak perlu dilakukan iterasi berulang-

ulang), maka digunakan fasilitas macro pada Microsoft Excel. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Pemerintah Gampong dalam Kecamatan Meureubo 

Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat terdapat sebanyak 26 gampong. Berikut ini 

disajikan nama keuchik, sekretaris gampong dan bendahara gampong dalam lingkup Kecamatan 

Meureubo Kabupaten Aceh Barat. 

Tabel 3. Daftar Nama Keuchik, Sekretaris dan Bendahara Gampong dalam Kecamatan 
Meureubo Kabupaten Aceh Barat 

No. Nama Gampong Keuchik Sekretaris Gampong Bendahara Gampong 
1 Ranto Panyang Barat Jalilman Erman Saiful Irwandi 
2 Ranto Panyang Timur Almasri PK Andra T. Hendri Saputra 
3 Mesjid Tuha Ibnu Hajar Nasril Tarmijal 
4 Ujong Tanoh Darat Sulaiman BS M. Andah Rasyida 
5 Pasi Aceh Tunong Nazarudin Fajri Muara Husin 
6 Pasi Aceh Baroh Zulbaidi Sari Pudhi Ida Samsidar 
7 Buloh Samsudin Darwis Zulfikar 
8 Pulo Teungoh Ranto P. Sulaiman  Mayebdin Adi Safrizal 
9 Paya Baro Ranto P. Mhd. Amin Ansari Kasri 

10 Ranub Dong Wadi Abdullah Arsyad B. M. Yusuf 
11 Pasi Pinang Abdul Salam D. Suriadi Ermanto 
12 Pasi Mesjid Irmadi Jusdi Usman Fauzi 
13 Meureubo Muhammad Lizan Sudirman S. Danil Akbar 
14 Langung Usman J. Usman J. Khatriyah 
15 Gunong Kleng Zulkifli Samsul Kamar Baharudin 
16 Ujong Drien Ahmad Baihaki Asmi Nurul Hadawiyah 
17 Peunaga Rayeuk Azhari Rahman Edi Zulmahdi Syahril 
18 Peunaga Pasi Anwar Diwa Mustafa Marlina 
19 Peunaga Cut Ujong Khairuddin - Zaini Dahlan 
20 Reudeup Budiman TS Syarkani Juriah 
21 Balee Muhammad Syam - Asmadi 
22 Paya Peunaga Anwar M. Deny Insan Nurkhairi 
23 Ujong Tanjung M. Zen A. - Arbi 
24 Pucok Reudeup Zubairi Riadi Rauzatinur 
25 Sumber Batu Bustamam - Noviana 
26 Bukit Jaya Pujianto  M. Hasan Akbar Rahma Wati 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Tabel 4. Data Jumlah Penduduk dan Luas Gampong dalam Kecamatan Meureubo 
Kabupaten Aceh Barat 

No. Nama Gampong Jumlah Penduduk (Jiwa) Luas Gampong (KM2) 
1 Ranto Panyang Barat 639 1,62 
2 Ranto Panyang Timur 718 1,62 
3 Mesjid Tuha 701 3,14 
4 Ujong Tanoh Darat 3.556 4,56 
5 Pasi Aceh Tunong 556 2,74 
6 Pasi Aceh Baroh 699 6,23 
7 Buloh 206 3,68 
8 Pulo Teungoh Ranto P. 321 3,36 
9 Paya Baro Ranto P. 166 5,95 
10 Ranub Dong 673 5,48 
11 Pasi Pinang 605 1,57 
12 Pasi Mesjid 970 2,41 
13 Meureubo 2.339 2,17 
14 Langung 2.120 2,27 
15 Gunong Kleng 2.053 1,91 
16 Ujong Drien 1.303 1,58 
17 Peunaga Rayeuk 1.708 5,41 
18 Peunaga Pasi 358 2,44 
19 Peunaga Cut Ujong 1.277 5,41 
20 Reudeup 223 11,64 
21 Balee 980 112 
22 Paya Peunaga 5.805 3,74 
23 Ujong Tanjung 1.459 1,68 
24 Pucok Reudeup 92 10,01 
25 Sumber Batu 259 35 
26 Bukit Jaya 460 5,41 

  Jumlah 30.242 243,03 
Sumber: Data Primer, 2019 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel input dan lima variabel output. Variabel input terdiri 

dari: belanja desa, luas wilayah, jumlah penduduk. Sedangkan variabel output terdiri dari: realisiasi 

penerimaan pendapatan asli gampong, indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks 

ketahanan ekologi dan indeks kepuasan masyarakat. 

Data statistik deskriptif variabel input dan variabel output yang digunakan dalam analisis 

seperti disajikan dalam tabel 5 dan 6.  

Pemerintah gampong dikatakan memiliki kinerja yang baik, apabila dalam operasionalnya 

dapat dilakukan secara efisien, dalam hal ini dibuktikan dengan skor efisiensi 1,00. Sebaliknya apabila 

memperoleh skor efisiensi kurang dari 1,00, maka pemerintah gampong tersebut dikatakan tidak 

efisien dalam menjalankan organisasi pemerintahannya.  

Berdasarkan Tabel 7. diperoleh informasi bahwa terdapat sebanyak 12 pemerintah gampong 

(46%) memperoleh skor efisiensi 1,00. Artinya pemerintah gampong tersebut memiliki kinerja yang 

baik. Adapun pemerintah gampong tersebut adalah: Ranto Panyang Barat, Ranto Panyang Timur,  
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Tabel 5. Statistik Deskriptif Variabel Input yang Digunakan dalam Analisis 
Variabel Input Mean 

Jumlah Belanja Desa 2016 - 2018 (Rp) 2.445.767.038 
Luas Wilayah Gampong (KM2) 9,35 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.163 
 

Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Output yang Digunakan dalam Analisis 
Variabel Input Mean 

Realisasi Pendapatan Asli Gampong (Rp) 60.934.475 
Indeks Ketahanan Sosial 0,72 
Indeks Ketahanan Ekonomi 0,60 
Indeks Ketahanan Ekologi 0,78 
Indeks Kepuasan Masyarakat 0,85 

 

Buloh, Pulo Teungoh Ranto P., Pasi Pinang, Pasi Mesjid, Meureubo, Langung, Ujong Drien, Peunaga 

Pasi, Ujong Tanjung dan Pucok Reudeup. 

Sedangkan sebanyak 14 pemerintah gampong (54%) memperoleh skor efisiensi kurang dari 

1,00. Artinya pemerintah gampong tersebut tidak efisien dalam menjalankan organisasi 

pemerintahannya dan dapat dikatakan tidak memiliki kinerja yang baik. Adapun pemerintah gampong 

tersebut adalah: Mesjid Tuha, Ujong Tanoh Darat, Pasi Aceh Tunong, Pasi Aceh Baroh, Paya Baro 

Ranto P., Ranub Dong, Gunong Kleng, Peunaga Rayeuk, Peunaga Cut Ujong, Reudeup, Balee, Paya 

Peunaga, Sumber Batu dan Bukit Jaya. 

Tabel 7. Data Skor Efisiensi Pemerintah Gampong Dalam Kecamatan Meureubo 
Kabupaten Aceh Barat 

No. Nama Gampong DEA Efficiency Keterangan 
1. Ranto Panyang Barat 1,0000 Efisien 
2. Ranto Panyang Timur 1,0000 Efisien 
3. Mesjid Tuha 0,9542 Tidak Efisien 
4. Ujong Tanoh Darat 0,8634 Tidak Efisien 
5. Pasi Aceh Tunong 0,9304 Tidak Efisien 
6. Pasi Aceh Baroh 0,8970 Tidak Efisien 
7. Buloh 1,0000 Efisien 
8. Pulo Teungoh Ranto P. 1,0000 Efisien 
9. Paya Baro Ranto P. 0,9447 Tidak Efisien 
10. Ranub Dong 0,9069 Tidak Efisien 
11. Pasi Pinang 1,0000 Efisien 
12. Pasi Mesjid 1,0000 Efisien 
13. Meureubo 1,0000 Efisien 
14. Langung 1,0000 Efisien 
15. Gunong Kleng 0,9856 Tidak Efisien 
16. Ujong Drien 1,0000 Efisien 
17. Peunaga Rayeuk 0,9995 Tidak Efisien 
18. Peunaga Pasi 1,0000 Efisien 
19. Peunaga Cut Ujong 0,8992 Tidak Efisien 
20. Reudeup 0,9115 Tidak Efisien 
21. Balee 0,8120 Tidak Efisien 
22. Paya Peunaga 0,9134 Tidak Efisien 
23. Ujong Tanjung 1,0000 Efisien 
24. Pucok Reudeup 1,0000 Efisien 
25. Sumber Batu 1,0000 Tidak Efisien 
26. Bukit Jaya 1,0000 Tidak Efisien 
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Grafik skor efisiensi pemerintah gampong dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat 

dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Skor Efisiensi Pemerintah Gampong Dalam Kecamatan Meureubo 
Kabupaten Aceh Barat 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa pasca adanya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat 

belum semua pemerintah gampong dalam Kecamatan Meureubo dapat meningkatkan kinerjanya 

secara optimal. Dari sebanyak 26 pemerintah gampong dalam Kecamatan Meureubo, hanya sebanyak 

12 pemerintah gampong (46%) yang memiliki kinerja yang baik, yaitu: Ranto Panyang Barat, Ranto 

Panyang Timur, Buloh, Pulo Teungoh Ranto P., Pasi Pinang, Pasi Mesjid, Meureubo, Langung, Ujong 

Drien, Peunaga Pasi, Ujong Tanjung dan Pucok Reudeup. Sedangkan sebanyak 14 pemerintah 

gampong (54%) dapat dikatakan belum memiliki kinerja yang baik, yaitu: Mesjid Tuha, Ujong Tanoh 

Darat, Pasi Aceh Tunong, Pasi Aceh Baroh, Paya Baro Ranto P., Ranub Dong, Gunong Kleng, 

Peunaga Rayeuk, Peunaga Cut Ujong, Reudeup, Balee, Paya Peunaga, Sumber Batu dan Bukit Jaya.  

Hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi gambaran awal bagi pemerintah daerah 

setempat, dalam hal ini direpresentasikan oleh Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat, supaya dapat melakukan pembinaan 

dan pendampingan secara intensif kepada pemerintah gampong yang belum memiliki kinerja baik 

supaya dapat mengalokasikan dan menggunakan sumber daya anggaran dana desa untuk sektor yang 

memberikan manfaat dan dampak langsung kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan hidup 

masyarakat dapat meningkat secara nyata. 
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